
fi}UPATI KATINGAN

PERAT$.JRAN BUPATI KATIT{IGAN
NOMI,OR: I2 TAHUN 2O1O

TENTANG

PENDAMI'ING,AN DANA BI\NTUAN OPERASIO!'IAL SEKOLAIII (PDBOS}

TK, SD, SMp, SM/VSMK DAN {iiLB (NEGERI/SWASTT\) KABUPATEN KATII'lGAltl

TAI|IUN ANGGARAN 201CI

DENGAN RAI.IMAT TUHAN YANG NffAHA ESA

IISIUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal2ayat (1) dan pasa!

3 ayat (1) l:'eraturan Pemerintah fr{epublik lndonesia Nomor 48

Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan ketentuan pasal 1

dan pasal ::l Peraturan Menteri F'endidikan Nasional Republik

lndonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi

Nonpersonalia Tahun 2009 untu[< Sekolah Dasar/Madrasarh

lbtidaiyah (sD/Ml), Sekolah M,enengah PertamdMadrasath

Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Mernengah Atas/ftladrasah Aliyah

(SMA/MA), llekolah Menengah Kejuruan (sMK), Sekolah Dassr

Luar Biasa ($DLB), Sekolah Menengah Pertarna Luar Bias;a

(SMPLB) dan Sekolah Menengah Atits Luar Biasa (StvlALB);

b. bahwa untuk memberikan pedoman dan mekanir;me yang jelas

terhadap penggunaan anggaran yant; dimaksud pada huruf a untuk

masing-masing satuan pendidikarr perlu ditetapkan dengarn

Peraturan BtrPati Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentangJ Pembentukarn

Kabupaten l(atingan, Kabupaten serruyan, Kabupaten sukamar:1,

Kabupaten Lamandau, Kabupaterr Gunung MES, Kabupaten

Pulang Pisilu, Kabupaten Murung Raya dan Kabupatern

Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lernbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambiahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4'180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran lrlegara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan L,embaran Negara Nomor a286);
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4.

5.

7.

8.

Undang-Undlang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikam

Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Negara Republik lndonesia I'lomor a301);

Undang-Undlang Nomor 1 Tahun t1004 tentang Perbendaharaan

Negara (Le,mbaran Negara Republik lndonesig Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Reprublik lndonesia

Nomor 4355);

Undang-Undlang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiz Tahun 2A(14

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437'), sebagaimana telah heberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12l'ahun 2008 tentang Perubahatn

Kedua atas undang-undang Nonror 32 Tahun 2OM tentang

Pemerintaharn Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 200E Nomor 59, Tambahan Lembaran Nlegara Republik

lndonesia llllomor a&ail;

6. Undang-Undiang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangatn

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemenintahan Daerah

(Lembaran lrlegara Republik lndonr,:rsia Tahun 2OA4 Nomor 1215,

Tambahan Lr:mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Telhun 1990 tentang Pendidikan

Pra Sekolah (Lembaran Negara Rerpublik lndonerlia Tahun 1990

Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Repu[]ii lndonesiia

Nomor 3411,1;

Peraturan Pu:rmerintah Nomor T2Tethun 1991 tentang Pendidikan

Luar Biasa tilembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19911

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Reprublik lndonesla

Nomor 3460');

Peraturan Ptemerintah Nomor 19 'l'ahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesla

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4496);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tal"run 2005 tentarng Pengelolaam

Keuangan iDaerah (Lembaran l\legara Repurblik lndonesla

Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambaharn Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor a578);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tarhun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan Kilnerja lnstansi Pemerinte,rh (Lembaran llegara Republik

lndonesia Ti,rhun 2006 Nomor 25, 'fambahan Lermbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4616);

12, Peraturan Prlmerintah Nomor 38 Tarhun 2007 tentang Pemlragian

Urusan Penprintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerarh

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ltiota (Lembararn

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Nregara Republik lndonesia Nomor 4737);
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13, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tal'run 2007 tentang Pengelolaan

UangNegara/Daerah(LembaranNegaraReprrbliklndonesia
Tahun2oo1Nomor33,TambahanLembaranNegaraRepublik
lndonesia No'mor 47 38);

14, Peraturan Pemerintah Nom or 47 Talrun 2O0B tentang wajib Belajar

gTahun(L.embaranNegaraRepubliklndonesiaTahun200S
Nomor g0, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesiia

Nomor 4863);

15. Peraturan Pramerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Retrrublik lndonesia Tahun 20CI8

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Reprublik lndonestia

Nomor 4864);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tenterng Pemlragian

UrusanPernerintahanyangmenjildiKewenanganPemerintarh
KabupatenKatingan(LembaranDaerahKabupatenKatingan
Tahun 2008 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatelr Katingan (Lembaran Daerarh

Kabupaten hlatingan Tahun 2008 Nomor 5);

18. Peraturan Mlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telal'r diubah dengatn

Peraturan Mlenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20a7 tentang

Pengelolan l(eungan Daerah;

19'PeraturantvlenteriPendidikanNasionalNomor{i1Tahun20a7
tentangstarrdarPengelolaanPendirrlikanolehPennerintahDaerath
KabuPaten/Flota;

20. Peraturan Jvlenteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahurr 2009

tentang standar Biaya operasi Nonpersonalia Tahrun 2009 untuk

Sekolah Das;arlMadiasan tbtidaiyah (SD/M|), Sekolah Menengath

Pertama/MarJrasah Tsanawiyah (sftIP/MTs), sek'olah Menengerh

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), {sekolah Menengah Keiuruan

(SMK),sektllahDasarLuarBiasa(SDLB),sekolahMenengath
PertamaLuiarBiasa(SMPLB)dan{sekolahMenengahAtasLuar
Biasa (SMAI-B);

21. peraturan Burpati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi

Dinas Pendirlikan Kabupaten Katinglan (Berita Darerah Kabupaten

Katingan Tall'run 2009 Nomor 36)'

MEMUTUSKAN :

PE:RATURAN ]:}UPATI KATINGAN TENTANG PENDAMPINGAN

D,\NA BANTUAN oPERASIoNAL SIEKoLAH (PDBos) TK, SD,

SNIP, SMA/SMiK DAN SLB (NEGIE:RUSWASTA) KABUPATEN

KT\TINGAN TAHUN ANGGARAN 2010.

MenetaPkan :



BAB I
I(ETENTUAN UMUM

Pasal I
t Dalam Perlaturan Btrpati ini' yang'dimaksud dengan :

1. pemerintarhan Daerah adglah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prrinsip ,otonomi seluari-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

nepuUif lndonesia sebagairnana dimaksud dalam l"Jndang-Undang Dasar Negara

RepuBlik lndonesia Tahun 194'5'

2. pemefintarh Daerah adalah lBupati dan Perangkat Daerah sebagaii penyelenggara

Pemerintalh Daerrah.

3. Bupati adalah Etupati Katingan'

4. Sekretaris Daenah adalah Sel<retaris Daerah Kabupat,en Katingan'

S. perangkat Daerah adalah (Organisasi/Lembaga parla Pemerintah Daerah, terdiri

atas $ekrrataris Daerah, Seliretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah.

6. Dinas adalah Diinas Pendidikarn Kabupaten Katingan.

T. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupraten Katingan'

- g. Satuan perndidikan adalah ketompok layanan pendirlikan yang menyelenggarakan

. pendidikanr forrnal, non fornral dan informal pada setiap jeniang dan jenis

. Pendidikan.

. g. pendidikan Fonmal adalah ji:rlur pendidikan terstruktur dan berjenj;an$ !on$ terdlri

atas pendidikarr dasar, pendirlikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. pendidikan Nornformal adalarh jalur pendidikan diluan pendidikan fonmal yang dapat

dilaksanak?Il s€rG?ro berjenjang'

11. pendidikan lnformal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

12. pendidikan Aniak Usia Dini adalah suatu upaya penrbinaan yang ditujukan kepadla

anak sejak lahir sampai dengian usia enam tahun yang dilakukan meilalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkemhangan jasmani

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut'

13. Standar Nasiolral Pendidikan adalah kriteria minimall tentang sistem"pendidikan di

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik lndonesia.

14. Biaya Operasi Satuan Penrdidikan adalah bagiarr dari dana pendidikan ya]lg

diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat

berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan

secara teratur dan berkelanjutiln.

1S. Biaya Operrasi lNonpersonaliia adalah biaya untuk barrhan atau peralatan pendidikan

habis pak.ai d6n biaya tak langsung barupa daya, air, jasa telekomunikasi'

. pemeliharer?fl sElr?]t? dan priesarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajalk,

asuransi, clan lain-lain.
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l6.PendanaanPerndidikanadalahpenyediaansumberdlayakeuanganyangdiperluketn
untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan'

17. Komite sekolarh/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang

tua/wali peserta didik, komurnitas sekolah, serta tokoh masyaralcat yang peduli

pendidikan.

ls.Masyarakatarjalahkelomplokwarganegaralnrjonesianonpemerintahyarlg
mempunyai perlnatian dan perianan dalam bidang penrrlidikan'

1g. Pemangku Kerpentingan Pend'd'kan adalah orang, kelompo'k orang' atau

organisasi yang memiliki keperntingan dan/atau kepedrrrlian terhadap pendidikan'

BAB II

PENGERTNN, RUANG LINGiKUP, TUJUAN DAN IJiASARAN PEIIIBIAYAAN

pENDAlup|N,GAN DANA B,ANTUAN oPERASloN,l\L SEKoLAH (PDBoS)

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 2

pengertian Pr:ndarnpingan Dana Bantuan operasional sekolah (PDBOS) adalah

program pemerintah Kabupaten Katingan untuk penyediaan pendanraan biaya non

perlonaria bagi satuan pendidikern dasar dan menengarir sebagai peraksana prograrn

wajib belajar.

Bagian Kedua

Ruang LingkuP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup pembiayaan Pendampingan Dana l3antuan operasional sekolah

(PDBOS) meliPuti :

a. Belanja Bahan Habis Pakai meliputi :

- Belanja ATFI kantor.
- Belanjir AThl' sekolah'

b. Belania Jasa Kantor meliPuti :

- Belanja Telelpon Sekolah / Kantor'
- Belanja Listrik sekolah / Kantor'

c. Belania Cetark dan Penggiandaan meliputi :

- Belanja ceterk Keperluan sekolah / kantor'

- Belanira Pho'tocopy keperluan sekolah / kantor'

d. Belania Makian dan iiinunnan meliputi :

- Belanj6 maklan dan minum harian guru dan pegavrtai sekolah di sekolah'

- Behnia malrlan minum rapat dinas sekolah' 
IL
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e. Belanja Pemeliharaan Ge'dung Kantor/sekolah nreliputi :

- Gedunrg kantor / sekolah'
- Halamin/ taman sekolah'
- Pagar sekolah'

f. Belanja Pemeliharaan Peralatan Keria :

- Alat lnventaris praktikum lapangan, laboraturium, perpustarkaan' bengktd'

Pertukangarr sekolah'
- Alat ln'ventaris Kantor/ sekolah'

g'BelanjaPemeliharaanPemlatanGedungKantor/Sekolah:
- lnventaris prarlengkapan kantor'
- lnventaris pr;rlengkapan sekolah'

(2) Khusus bargi sekolah yang beilum memiliki jaringan PLN belanja jasia kantor/belania

listrik sekrolah/l,antor dapat digunakan untuk mennbiayai bahan bakar minyak

Generator set sr:kolah/kantor'

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran Biaya Pendampingan

Pasal 4

(1) Secara umum tujuan Pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional

Sekolah(PDBrcS)adalahuntukmeringankanlcebanmasyarakatterhadap
pembiayaernpendidikandalan,lrangkawajibbelajaryangbemutu.

(2) Secara khusus tujuan pemfuiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional

Sekolah (F DBOS) adalah :

a. Mernggnatiskarn seluruh sislva miskin ditingkat pendliidikan Dasar dari beban biayrg

operasional sekolah negeri maupun swasta;

b. Menggnatiskarn seluruh siriwa SD negeri dan SMP negeri terhadap biayra

operasional srekolah, kecuarli pada Rintisan sekolal"r Bertaraf lnternasional (RSEI)

dan Selrlolah Bertaraf lnterruasional (SBl);

c. Mer:ingarnkan beban biaya rcperasional sekolah bagi siswa di tingkat pendidikan

merrengah;
d. Meringarnkan beban biaya o,perasionat sekotah bagi siswa disekolah swasta'

Pasal 5

(1) sasaran pembiilyaan pendanrpingan Dana Bantuan operasional sekolah (PDBoti)

adalah semua rsatuan pendiclikari TK, SD, SMP, StulA/SMK dan $LB baik negeri

maupun slvasta di Kabupaten Katingan yang telah mendapatkan ijin'operasional'

(2) Besarnya biayra satuan Pendampingan Dana Biantuan Operasional Sekolah

(pDBOS) l/ang rdifslima oleh sekolah nigeri, dihitung herdasarkan jumlah siswa d,n

pengalokasian dana untuk masing-masing satuan pendidikan dengan

memperhartikan prinsip keadifian dan kelayakan denl)an mempertinrbangkan faktor

geografis serta iingt<at kesulitan dan beban biaya operasional serkolah di setiap

jeniang Pendidil'an.

(3) Besarnya biayra satuan Pendampingan Dana Bantuan operasional sekolah

(pDBOS) yang diterima olehr sekolah swasta diberlkan bersifat bantuan dihitung

berdasarkan junnlah siswa dan jeniang sekolah' L



(4) Nama-nanta sel<olah penerirnria Pendampingan Dana Bantuan operasional sekolah

(PDBoS)adalilhsebagaimattaterdapatdatamlampiiranPeraturanBupatiiniyang
merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan'

(1)

Pasal 6

Peserta didik orang tua danlatau luali peserta didik bertanglgung iawab atas :

(1) Biaya pribadi pr:serta didik misalnya uang saku, jajan, buku tulis' alat-alat tulis datn

sebagainY;a;

(2) pendanaan sehagian invest*si pendidikan dan/atau sebagian bi.ya operasional

pendidikarr tanrbihan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah meniadi

bertarafinternasionaldan/atauberbasiskeunggulanlcrkal.

BAB III

PEhIYALURAN,I'ENGAMBILANDANPENGGUNAAN
PENIDAIi'IPINGANDANABANTUANOPERASIoNALSEKOLAH(PDBOS)

Bagian Pertama

Penyalurcn Prendampingan Dana Bantuan operasional sekolah (PDBOS)

Pasal 7

syarat penyaluran Pendampingan Dana Bantuan operasional sekolah (PDBOS)

adalah:

a. Bagi sel<olah yang belum nremiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening

atai nama serkolah (tidak brcleh atas nama p6badi);

b. sekolahr mengirimkan nomor rekening tersebtrt kepada Dinas Pendidikan

KabuPaten Katingan;

c. Dinas pendiclikan Kabupatran Katingan melakukarrr verifikasi dan mengkompilasi

nornor r,ekening tersebut'

PenyaNuran pembiayaan Pelndampingan Dana Bnntuan operasional sekolah

(PDBOS) :

a.PenyalurranDanauntukperiodeJanuari.Deserntber20lodilakukanSecara
bertahaP dengan ketentuan :

1. Pendampingan Dana Bantuan operasional sekolah (PDBOS) clisalurkan setiap

periode tiga bulan;

2.PendampilrganDanaE}antuanoperasional$iekolah(PDBoS)disalurkem
dibulan perrtama setiap prariode tiga bulan'

.b. Penyalurran Dana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

melalui Bendrahara pengeluiaran dengan tahap-taharp sebagai beril<ut :

1. Benclaharia Pengeluaran :

a. Melngajukan usut perrerbitan surat Perminliran Dana (sPD) ke Dinas

Pe,ndapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPI(A);
I

b. Mengajtrkan SPP dan SPM, UP, GUffU' L
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2. Dinas Perrdapatan Pengelolaan Keuangan dart Aset (DPP'KA) melakukan

verifil<asi tr=rhadap Spp dan SpM, UP, GUffU untuk selanjutnya menerbitketn

SP2D yang dibebankan lliepada Rekening Kas Daerah'

3. Berdiasarkan sP2D yang telah ditertibkan oleh DPPKA maka Pendampingetn

Dana.Bantuanoperasionalsekolah(PDBoS)dicairkandandisalurkanl.ie
sekolah- srekolah penerinra Pendampingan Danar Bantuan Operasional Sekoleth

(PDBOS).

4'JlikaPendampinganDanaBantuanoperasion;alsekolah(PDBoS)diterima
oleh sekolah lebih bes;ar dari junrlah yang seharusnya, misalnya akibat

kesalahan data jumlah rliswa, maka sekolah halrus mengembirlikan kelebihan

Pendampingan Dana Elantuan operasional sekolah (PDBCIS) tersebut ke

rekerring Kas Daerah Kabupaten Katingan'

Bagian Kedua

Pengurmbilan dan Penggunaian

Perrdampingan Dani Bantuan Operasioanal Sekolah (PDEIOS)

Pasal I
(1) Pengambilan Pendampingan Dana Bantuan op'erasional seklolah (PDBO{i)

dilakukan oleh kepala sekolah (atau Bendahara Pendampingan Dana Bantuatn

Operasion,al Sel<olah).

(2) Pendampirrgan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PDBOS) harus diterima secarc

utuh sesuai y'ang telah clitetapkan dalam peraituran Bupati ini dan tidalk

diperkenankan adanya pemortongan atau pungutan biaya apapun dengan alasatn

apapun dan oleh Pihak manapun'

(3) Penyaluran Pendampingan Dana Bantuan operasional sekolah (l']DBOS) secara

bertahap (tiga bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam priode tersebut'

Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah

sebagaimerna tertuang dalanr Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (R1(Al3)

atau Renciana A,nggaran Penclapatan Belanja sekolah (RAPBS)'

Pasal 9

(1) penggunaian Pendampingan Dana Bantuan operasional sekolah (PDBOS)

didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara pengelola

Pendampingan Dana Bantuan operasional sekolarh (PDBOS) 1-ingkat sekolah

dengan Dr:wan Guru dan Komite sekolah, yang harus didaftar setragai salah satu

sumber pr:nerirnaan dalam lLencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Renmna

Anggaran Pendapatan Belanlia sekolah disamping dana yang diperoleh dari Dana

Bantuan operasional sekolah (BOS) pusat dan pnopinsi atau sumber lain yang

syah.

(2) Dari Pendampirrgan Dana Bantuan operasional selkolah (PDBOS;) yang diterima

oleh sekotan vrraliU digunakian untuk membiayai kri:,giatan-kegiatan sebagaimana

dimaksud dalant pasal 3 Per:lturan Bupati ini'

L
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BAB IV

LARANGAN PENGGUNAANI

PENDAIIIIPINTGANDANABANTUANOPERASIoN'ALSEKOLAH(PDBOS)

Pasal {0

Pendampingan Dana Bantuan operasional sekolah (PDB{CS) dilarang :

(1)Disimpandalamrjangkawaktulamadenganmaksuddibungakan;-

(2) Dipinjamketn kepada pihak lain; v

(3)Membiayaiikegiiatanyangticn;akmenjadiprioritasserkolahdanmemerlukanbiaya
besar misarlnya studi banding dan sejenisnya' (

( ) Membayar bonuts dan transpottasi untuk guru; v'

(5) Membeli pakaian/seragam untuk guru/siswa untult kepentingan pribadi bukan

inventaris rsekolah; /
(6) Digunakan untulk membeli batran yang tidak mendukurlg proses pemhelajaran; -

(7) Menanaml'ian setham; '/

(g) Membiayaii kegiatan yang diibiayai dari sumber darna pemerintah pusaudaerah

Sec€lrapenuh/secarawajarmirsalnyagurukontraUhotlor.|1

BAB V

Mo}NIToRING,PELAp,oRANDANPERTANGIGUNGJAWAIBAN
PENDA|UPINTGAN DANA Anpiuln oPERASION'AL SEKOLAH (PDBOS)

Pasal 11

peraksanaan monitoring dilakukan oreh Dinas perrdidikan dalann hal ini oleh

Tim Manajenren lBantuan operasional sekolah or!{Bos) Kabupaten Katingan'

Komponen utama yang dimonitorintg antiara lain :

a. Penyaluran dan penggunaan dana;

b. Pelayanan dan pengajuan pengaduan;

c. Administrasli keuangan;

d. Pelaporan.

Pasal 12

(1) Sebagai salah satu bentuk perrtanggung jawaban dalam pelaksanaaru Pendampingatn

Dana Bantuan operasionat setoLh (pDBos) masrng-masing satuan pendidikam

membuatlaporarnpertanggungjawabansebagaiberikttt:

.a. Penyeriapan dan pemanfaartan dana;

b'Jumlahdanayangdikelolasekolahdancatatanpenggunaandanir.

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana y'ang dimaksud dalam ayat 1

disampaikan kerpada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan cq' subag'

Keuangan yang dibuat setiap triwulan'

t,
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BAB VI

PENGAWASI\N, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal {3

(1) Pengawasan penggunaan Pendampingan Dana Bantuan operasional sekolah

(pDBOS) dilakukan melalui pengawasin melekat, pengawasan fungsional dan

pengawasian masyarakat'

(2) Pengawasan nrelekat yaitu pengawasan yang ditakukan oleh pimpinan dalam

masin$-mersing instansi kepada bawahannya, prioritias utama adalah pengawasan

terhadhp rsekolirh penerima Pendampingan Dana l3antuan Opergsional Sekolah

(PDBoS)yangpengawasannyadilakukanolehKepalaDinasPendiclikanKabupaten
Katinggn dan Jarjaran secara berjenjang'

(3) Pengawasan frungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lnspektorat

KabuPaten Katingan.

(4) pengarwasan masyarakat adalah dalam rangka transparansi Pendampingan Dana

Bantuan operarsional sekolalr (PDBOS) dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan

unit-unitpeingadluanmasyarahiatyangterdapatdisekolah

Pasal l4

(1) Sanksi terlradapr penyalahgunitan vvewenang yang dapat merugikan negara' sekolefi

dan/atau siswa iakan dijatuhkan oleh aparaupejabat yarnrg benruenang'

(2) Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran diberikan dalam berbagai

bentuk:
a. Penerapan sanksi kepegavvaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang be.rlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, rrnutasi kerja);

b. Penerapan tuntutan perhrendaharaan dan garrti rugi yaitu Pengembalian

Pendanrpingeln Dana Bantuan operasional sekolah yang terbulrti

disalahgunakan;

c'PenerapanproseshukumcrlehaparaUpejabatyangberwenang.

BAB VII.

K[iiTENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 15

Hal-hal ya,ng belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, al<an diatur lebih lanjut dengan

Peraturan dan atau Keputusan Bupati;

t,
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BAB ViII,
PENUTUP

Pasal 16

PeraturanBupatiinimulaiberlakusejaktanggaldiundangkan.
Agar setia,p orang rnengetahuinyra, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

oJngan penenrpatanny, dalam Berita Daerah Kabupaten [Gtingan.

Diteltapkan di K a $ o n g a n

pacila Tanggal 27 Nu 2010

BUPATLK\TINGAN'
t/

t_
DUWEL FIAWING

Diundangkan di Kasongan

pada Tanggal 2l ltu 
'1010

SEKFIETAI1IS DAERAH

KABUI'ATEN KATINGAN,

CL
CHRISTANTWO TATEL LADJU

1,2

BERITA DAERAH IGBUPATEN KATINGAN TAHUN 2O1O NOMOR"'!*""""
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